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KEMENTERIAN PEND]DIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISTEK
DIRJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN

BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor POS : '1.1.5 / Pos /2020
Tanggal Pembuat n : 6 Jahuari2020
Tanggal Rovisi | 21 Juli2o22

TEnggalElektit : 1 Agustus 2022-- -
Disahkan Oleh B vinsi Kaliman Selatan

z ., s.E., M.Si

Nama POS NFORMASI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 . Undang-Undgng Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publlk;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 2010 tentang Keterbukaan lnformesi Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
lnformasi Publik di Pengadilan;

5. Peratutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun
20'12 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ill Tahun 2020 tentang Layanan lnrormasi
Publik di Linokunqan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan:

7. Peraturan KomiBi lnlormasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan lnformasi Publik;
dan

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 202'l tentang
Organbasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

1. M€ngetahui tugas dan tungsi tentanlriak@rAl{ffosadur taVanan intormaE
2. Mengetahuituga8 dan fungsitentang struktur organisasi ;

3. Memahamiinformasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

4. Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan;

5. Memahami prosedur operasional standar yang berlaku;

6. Mengetahui tentant Teknoloti lnformasi dan Komunikasi (TlK);

7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu memberikan solusi;

8. Mampu mendokumentasikan informasiyang akurat dan benar; dan

9. lVampu mempraktlkan budaya 55 (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun)

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan
t. POSPendokumentasian 1. Komprier/Laptop,/Printer

2. Website/intemet
3. Meja, Kursi, ATK

Peringalan: Pencatatan dan Pendataan :

I - Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan,
kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan
sural penugaaan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutJ baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang hanls dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

1 . Disimpan sebagai data elekbonik (softcopy) dan atau manual
(hardcopy).



POS PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Atasan PPID dan

atau Koordinator
PPID

PPID dan Tim

Fasilitasi Sengketa

lnformasi Kelengkapan Waktu Output Keterantan

1 Menerima surat panggilan sidang sengketa informasi,
kemudian menetapkan dan memberi kuasa kepada PPID

dan tim fasilitasi sengketa informasi untuk menyelesaikan
sengketa informasi

Surat panggilan
sidang dari Komisi Informasi
Pusat atau Pengadilan Tata
Usaha Negara atau lainnya

t hari kerja Surat kuasa
dan SK Tim Fasilitasi
Sengketa lnformasi

2 Melakukan persiapan fasilitasi
sengketa informasi untuk menyele$aikan sengketa
informasi serta berkoordinasi dengan Koordinator PPID

Surat kuasa dan
SK Tim Fasilitasi Sengketa
lnformasi

t hari kerja Dokumen penanganan
sengketa informasi

Dokumen berupa kronologis
permohonan informasi hingga
keberatan, dokumen
persyaratan permohonan
informasi dari pemohon, dan
lqinnva\

3 Melaksanakan proses penanganan sengketa informasi Dokumen
penanganan sengketa
informasi

sesuai jangka

wK
persidangan

Putusan hasil
persidangan

4 Melaporkan proses dan atau hasil penanganan sengketa
informasi kepada Atasan PPID dan Koordinator PPID

Putusan hasil persidangan 3 jam Laporan dan
atau hasil persidangan

5 Menerima laporan hasil penanganan sengketa informasi
I

Laporan dan atau
hasil persidangan

l jam Dokumentasi putusan

hasil persidangan
Terkait POS
Pendokumentasian
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